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Pedoman Wawancara 
 

 

 

Gambaran Umum 

 

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang CRM? 

2. Bagaimana proses bisnis pengawasan sebelum dan setelah adanya 

kebijakan CRM? 

 
Implementasi CRM 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang kebijakan CRM? 

4. Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai penyampaian informasi terkait 

kebijakan CRM? 

5. Bagaimana penyampaian informasi terkait CRM di lingkungan internal 

KPP Pratama Makassar Selatan? 

6. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi CRM? 

7. Bagaimana kesiapan pihak-pihak tersebut dalam penerapan kebijakan CRM 

ini? 

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait sarana atau fasilitas pendukung 

dalam implementasi CRM? 

9. Bagaimana keterlibatan kepala kantor dalam mendukung penerapan CRM? 

10. Bagaimana komitmen KPP dalam penerapan CRM? 

11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerapan CRM ini?  

12. Bagaimana prosedur kerja pemanfaatan CRM dalam kegiatan 

pengawasan?  

13. Bagaimana koordinasi antar unit dalam rangka pemanfaatan 

CRM? 

Kendala 

14. Apa tujuan yang ingin dicapai dari implementasi CRM dalam kegiatan 

pemeriksaan dan pengawasan? 

15. Bagaimana dampak penerapan CRM terhadap pencapaian tujuan tersebut? 

16. Apa saja kendala yang dialami selama implementasi CRM sejauh ini? 

17. Apa saran/masukan untuk perbaikan ke depannya? 
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